WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2021

. DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pengalokasian sisa Anggaran Insentif
Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di Kota
Lhokseumawe Tahun 2020 dan Penyesuaian Kode Rekening
Belanja pada sebagian SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lhokseumawe, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 dan
Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021,

. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sambil menunggu disahkan Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran
2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851});

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4109);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4239);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntanst Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;




21.Peraturan Mentert Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka mendukung
penanganan pademi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94 /PMK.07 /2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021
Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun  Anggaran 2021 dalam Rangka mendukung
penanganan pademi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya;

22.Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lhokseumawe;

23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2021;

24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran 1 dan Lampiran Il dalam
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 (Berita Kota Lhokseumawe
Tahun 2020 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 (Berita Kota
Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal [ diubah,

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

sehingga keseluruhan Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah Pergeseran
2. Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah /{Berkurang)

Jumlah Belanja Daerah
setelah Pergeseran

Rp.819.257.195.523,00,-
Rp. (13.851.141.000,00)

Rp.805.406.054.523,00,-

Rp.833.757.195.523,00,-
Rp. (12.360.595.196,00)

Rp.821.396.600.327,00,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan Daerah

2) Bertambah /(Berkurang)

1) Semula Rp. 16.500.000.000,00

Rp. 1.490.545.804,00

Jumlah Belanja Daerah

setelah Pergeseran Rp. 17.990.545.804,00,-

b. Pengeluaran pembiayaan

2) Bertambah /{Berkurang)

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00,-

Rp. 0,00, -

Jumlah Belanja Daerah

setelah Pergeseran Rp. 2.000.000.000,00,-

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 1A, sehingga Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:

(1) Pergeseran

Pasal IA

Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota

Lhokseumawe meliputi:

a.
b.
C.

[

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota
Lhokseumawe;

. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe;
. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe;

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota
Lhokseumawe;

. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Lhokseumawe;

. Inspektorat Kota Lhokseumawe; dan
. Dinas

Syariat
Lhokseumawe,

Islam dan Pendidikan Dayah Kota




(2) Ringkasan dan Penjabaran Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

3. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Lhokseumawe
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran
2021, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Kota
Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tangeal 3 Acustus 2021 M
ulhijjah 1442 H

WAI SEUMAWE,

AHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Agustus 2021 M
24 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

Y

m—
T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 26




